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MOTTO

“Hidup itu harus terus melangkah maju, jika tidak maka anda akan tetap berada

ditempat. Dan modal untuk melangkah maju adalah ilmu”

“Memulai dengan penuh keyakinan menjalankan dengan penuh

keiklasan dengan penuh kebahagian”

Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita

selalu menyesali apa yang belum kita capai” ( Schopen hauer).
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ABSTRAK

WA ITA, tahun 2018 penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai dan
pengaruhnya terhadap penyajian laporan keuangan pada CV Las Syifa Karoseri
kota bau-bau, Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh pembimbing I Bapak
Ansyarif Khalid, dan pembimbing II Bapak Ismail Rasulong.

Penelitian ini umumnya bertujuan untuk menilai penerapan akuntansi pajak
pertambahan nilai terhadap penyajian laporan keuangan di CV. Las Syifa
Karoseri perusahaan menengah sebagai salah satu perusahaan kena pajak.
Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Dan teknik analisis
yang digunakan adalah data kuantitatif dilakukan untuk menilai dan
mengevaluasi penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN), dan untuk
menemukan solusi pengaruh PPN pada laporan keuangan dengan uji fiskal
sederhana.

Dari penelitian yang dilakukan bahwa penerapan akuntansi pajak
pertambahan nilai pada CV Las Syifa Karoseri yang diterapkan adalah dengan
mengkreditkan PPN Masukan dari pembelian bahan baku ke PPN Keluaran dari
penjualan produknya, yang kita kenal sebagai metode kradit. Terkait dengan
masalah PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan dengan PPN Keluaran,
perusahaan telah menerapkan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi
keuangan, yang diperlakukan sebagai biaya perolehan bahan baku, dan
berdampak pada penurunan laba kotor perusahaan. Dan solusi yang dapat
diberiakn adalah melakukan penyesuaian harga jual atau memilih pemasok yang
telah dikonfirmasi sebagai perusahaan kena pajak. Terkait efak PPN terhadap
pendapatn kotor.

Kata kunci : PPN, Laporan keuangan.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pengganti dari pajak

penjualan. Alasan penggantian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak

lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai

sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan

penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Peranan dan sekaligus merupakan unsur yang penting sebagai pemasok bagi

anggaran negara, perolehan dana dari pajak merupakan jumlah yang

dominan sebagai sumber penerimaan negara. oleh karena itu, setiap warga

negara yang telah memenuhi kriterial sebagai wajib pajak menurut ketentuan

wajib perpajakan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan

barang/jasa kena pajak yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau

agen utama, importer, pemegang hak paten/merek dagang dari barang/jasa

kena pajak tersebut. (Mardiasmo, 2016 : 331)

Menurut Mardiasmo (2016:345), pajak pertambahan nilai

merupakan pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan

pembelian atas Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) yang

dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP)”. Setiap pembelian barang

yang ada hubungannya secara langsung dengan barang yang akan

dihasilkan/dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap barang tersebut,

oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pajak masukan yang

besarnya 10% dari harga beli barang sedangkan bila barang tersebut akan



2

menambahkan 10% dari harga jual sebelum pajak sebagai PPN yang

merupakan pajak keluaran untuk masa pajak yang bersangkutan.

Pajak memiliki kontribusi yang besar dalam penerimaan Negara. Pajak

merupakan modal untuk melaksanakan pembangunan sarana dan

prasarana guna kepentingan umum, seperti pembangunan jalan, jembatan,

fasilitas listrik, dan fasilitas umum lainnya.

Penyelenggaraan pembukuan / akuntansi yang baik dan benar, wajib

pajak akan dapat menetapkan dan mengalokasikan besarnya pajak dengan

tepat. Sedangkan aparat perpajakan harus berprasangka baik dan

menganggap benar apa yang telah dilaporkan oleh wajib pajak serta

memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan peraturan yang

berlaku

Melakukan kegiatan usaha terdapat PPN yang dikenakan kepada

pengusaha karena pembelian barang atau jasa yang disebut dengan PPN

masukan dan PPN keluaran yang dipungut oleh pengusaha karena

pengusaha melakukan penjualan produk barang atau jasanya yang disebut

dengan PPN keluaran. Dengan adanya PPN masukan dan  PPN keluaran

karena terjadi pembelian dan penjualan barang kena pajak/jasa kena pajak

akan terjadi selisih diantaranya. Selisih inilah yang kemudian dibayarkan

oleh pengusaha apabila pajaknya kurang bayar dan atau dikompensasikan

atau dimintakan restitusi apabila pajaknya lebih bayar

Masih ada pengusaha yang belum paham perlakuan sebenarnya atas

pajak pertambahan nilai, seperti mengabaikan PPN masukan dari transaksi

pembelian yang dilakukan, tidak mengetahui PPN masukan yang tidak dapat

dikreditkan atau bagaimana memperlakukan PPN masukan yang tidak dapat
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dikreditkan dan sebagainya. Hal ini dapat berpengaruh terhadap laporan

keuangan, yang diawali dengn kesalahan penentuan laba, selanjutnya

berdampak pada kesalahan interprestasi para pemakai laporan keuangan

Didalam perusahaan terbagi atas perusahaan jasa yang merupakan

perusahaan yang menjual jasa kepada konsumen, perusahaan dagang ialah

perusahaan yang membeli barang dagangan kemudian memperjual belikan

lagi kepada konsumen, sedangkan perusahaan industri merupakan

perusahaan yang memproduksi bahan dari bahan baku hingga bahan siap

pakai. Dengan demikian adanya perusahaan di Indonesia seseorang biasa

membuka lahan pekerjaan bagi masyrakat khususnya  bidan akuntansi

karena seorang akuntan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk

mengurusi bagian keuangan komersial

Laporan keuangan disusun oleh manajemen perusahaan untuk

memenuhi kebutuhan bersama bagi pengguna. Dengan kata lain laporan

keuangan tidak disusun secara khusus oleh perusahaan hanya untuk satu

atau dua pengguna saja, tetapi untuk keseluruhan pengguna laporan

keuangan terbagi atas neraca, laba rugi, laporan peruhan modal, laporan

arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan tersebut merupakan alat untuk mengambil

keputusan apakah perusahaan tersebut likuid atau tidak. Karena laporan

tersebut dibutuhkan oleh bagian pemilik perusahan, invetor, kreditor,

karyawan, dan bagian pemerintah yaitu pajak. Pajak merupakan sebagai

sumber penerimaan dalam negeri, semakin lama semakin terasa sebagai

andalan penerimaan negara. Untuk lebih meningkatkan penerimaan

dibidang perpajakan. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh
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masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atas atau

penghasilannya kepada pemerintah yang ditujukkan untuk kegiatan

pembangunan di segala bidang, jadi antara akuntansi dan pajak sangat

saling berkaitan karena dari segi akuntansi perusahaan biasa menghitung

labanya dilihat dari laba komersil yang dijadikan patokan untuk membayar

pajak. Akuntansi pajak berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak.

Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran

suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan laporan

keuangan, sedangkan pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut

oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran

Negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk

secara langsung

Oleh karena itu wajib pajak yang menyelenggarakan usaha sudah

sepatutnya membayar ke kas negara, khususnya bagi perusahaan dagang

yang membeli kemudian menjual kembali barang tersebut, selain dikenakan

PPh, dikenakan juga PPn yaitu pajak pertambahan nilai, dimana “pajak

pertambahan nilai (PPn) merupakan pajak yang dipungut / dipotong oleh

pengusaha kena pajak di dalam pabean yang dilakukan oleh wajib pajak

badan maupun orang pribadi” (Suprianto, 2011:16)

Pemikul pajak ini secara nyata sebagai pembeli barang kena pajak

atau penerimaan jasa kena pajak, sedangkan penanggung jawaban atas

pembayaran pajak ke kas negara adalah pengusaha kena pajak oleh itu jika

terjadi penyimpanan atas pemungutan pajak pertambahan nilai maka

direktorat jendral pajak akan meminta pertanggung jawaban kepada

pengusaha kena pajak. Untuk itu perlakuan pajak pertambahan nilai dalam
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sebuah perusahaan mutlak di perlukan agar terhindar dari penyimpanan-

penyimpanan pajak yang tidak sengaja.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan CV Las Syifa Karoseri (1)

untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai

sudah sesuai dengan UU PPN No. 42 tahun 2009, (2) penerapan laporan

keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK), dan (3)

pengaruh pajak pertambahan nilai terhadap laporan keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis akan membahas masalah

ini dengan judul “Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Dan

Pengaruhnya Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pada CV. Las Syifa

Karoseri

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pokok

permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Perlakuan Akuntansi

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pengaruhnya Terhadap Penyajian

Laporan Keuangan Pada CV. Las Syifa Karoseri

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka ada beberapa tujuan yang

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Perlakuan

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pengaruhnya Terhadap

Penyajian Laporan Keuangan Pada CV. Las Syifa Karoseri



6

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilaksanakan penelitian ini diharapkan mampu memberikan

manfaat diantaranya yaitu :

1. Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi yang dapat

dijadikan bahan acuan baik kepada perusahaan maupun kepada

masyarakat yang berminat pada penelitian pajak pertambahan nilai (PPN)

2. Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat kepada

perusahaan Jasa Kontraktor dalam menerapkan Perlakuan Akuntansi

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pengaruhnya Terhadap Penyajian

Laporan Keuangan secara akuntabilitas

3. Kebijakan, sebagai masukan bagi pihak pemerintah agar menegaskan

aturan tentang pajak pertambahan nilai yang dihasilkan oleh perusahaan

sehingga tidak ada lagi kurang bayar pada saat pelaporan pajak yang

dilakukan oleh perusahaan.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur dan

melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian

dan pengambilan keputusan secara jelas dan tegas bagi pihak – pihak yang

menggunakan informasi tersebut.

Upaya untuk mengatur kebutuhan manusia yang sangat banyak dan

tidak terbatas itu dapat dipenuhi dengan barang dan jasa yang terbatas, maka

muncullah sistem ekonomi. Sistem ekonomi ini antara lain mengatur cara

membagi kebutuhan yang terbatas itu kepada manusia yang mem

butuhkannya ideal secara damai.

Kegiatan ekonomi yang cepat berkembang dan lembaga ekonomi yang

melakukan aktivitas ekonomi semakin besar, tentun diperlukan berbagai alat

untuk mencapainya. Salah satu ilmu manajemen. “ilmu manajemen

merupakan ilmu yang memberikan pedoman bagaimana cara mengatur

manusia agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan dalam hal ini adalah

untuk mendapatkan mengumpul, memelihara kekayaan atau harta” (Harahap,

2011:3)

Akuntansi lahir dari lingkungan ekonomi kapitalis ilmu akuntansi ini

member informasi tentang kekayaan itu dari mana sumbrnya, utang dan

modal (neraca) beberapa kenaikannya secara periodik (laporan laba rugi)

akuntansi ini adalah alat mengukur alat pertanggungjawaban sekaligus

system informasi. Yang diukur adalah aktivitas ekonomi yang memiliki sifat-
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sifat yang sudah maju, tetapi bukan sistem yang kuno, seperti barter, tetapi

cara pengukurannya menggunakan historical cost.

Ada beberapa definisi akuntansi menurut para ahli yaitu :

Pengertian Akuntansi yang dikemukakan oleh para pakar diantaranya

menurut American Accounting Association dikutip dari Soemarso S.R (2004,

h.3) Akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur dan

melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan

keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi

tersebut”

Dalam bukunya A statement of basic accounting theory (ASOBAT)

akuntansi di artikan sebagai berikut : “proses mengidentifikasikan, mengukur

dan menyampaikan informasi sebagai bahan informasi dalam mengambil

kesimpulan oleh para pemakainya” (Harahap: 2011).

Accounting principle board (APB) statemen No.4 mendefinisikan

akuntansi sebagai berikut : akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya

adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang,

mengenai suatu benda ekonomi yang dimaksudkan untuk diguanakn dalam

pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar memilih diantara beberapa

alternatif.

Berdasarkan definisi diatas disimpulkan bahwa akuntansi adalah proses

pencatatan, mengklasifikasi dan merangkum informasi finansial yang

berkaitan dengan semua transaksi dank ejadian di perusahaan serta

menyajikannya, baik pihak internal (manajer) maupun eksternal perusahaan

(pemegang saham, calon investor, dll)
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2. Pajak

a. Pengertian Pajak Menurut Para Ahli

Pemungutan pajak haruslah terlebih dahulu disetujui oleh rakyatnya

sebagaimana dinyatakan dalam pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang menegaskan

agar setiap pajak yang dipungut haruslah berdasarkan undang- undang

pemungutan pajak harus berdasarkan UU ini berarti bahwa pemungutan pajak

tersebut telah mendapatkan persetujuan dari rakyatnya melalui perwakilan di

DPR yang biasa disebut berdasarkan yuridis. Dengan asas ini berarti telah

memberiakan jaminan hukum yang tegas akan hak negara dalam memungut

pajak untuk mengetahui apa arti pajak, berikut ini beberapa pendapat tentang

definisi pajak

Menurut Prof. Dr. Rocmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2011:1)

pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang

(yang dapat dipaksakan) denag tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi)

yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar

pengeluaran umum.

Menurut Prof. Dr. Muh smeets dalam bukunya De Economische der

belastingen 1951 dalam priantara (2012:2) menjelaskan bahwa pajak adalah

prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma- norma umum, dan

yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukan

dalam halyang individual, maksudnya untuk membiayai pengeluaran

pemerintah.

Menurut Mr. Dr. N. J. Feldmann yang dikutip oleh siti resmi dalam

priantara (2012: 2) adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan

terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan
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pengusaha secara umum) tanpa ada kontraprestasi dan semata-mata

digunakan untuk menutup pengeluaran umum.

Menurut S.I Djajadiningrat yang dikutip oleh siti resmi dalam priantara

(2012: 2). Pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas

negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang

memberiakan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman menurut

peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dilaksanakan tetapi tidak

ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara

kesejahteraan secara umum.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas disimpulkan bahwa pajak pada

dasarnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut : (priantara, 2012:3)

1) Iuran atau pungutan

Dilihat dari segi arah dana pajak, jika arah datangnya pajak berasal

dari WP, maka pajak disebut iuran sedangkan jika arah

datangnyakegiatan untuk mewujudkan pajak tersebut berasal dari

pemerintah, maka pajak itu disebut sebagai pungutan.

2) Pajak di pungut berdasarkan undang-undang

Salah satu karakteristik pokok dari pajak adalah bahwa

pemungutannya harus berdasarkan undang-undang. Hal ini

disebabkan karena pada hakikatnya pajak adalah beban yang harus

dipikul oleh rakyat banyak, sehingga dalam perumusan macam, jenis

dan berat ringannya tarif pajak itu, rakyat harus ikut serta

menentukan dan menyetujuinya, melalui wakil-wakilnya di perlemen

atau dewan perwakilan rakyat
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3) Pajak dapat dipaksakan

Fiskus mendapatkan wewenang dari undang-undang untuk memaksa

WP supaya mematuhi melaksanakan kewajiban perpajakannya

wewenang tersebut dapat dilihat dengan adanya ketentuan sanksi-

sanksi administratif maupun sanksi pidana fiskal dalam undang-

undang perpajakan, khususnya dalam undang UU KUP.

Dari ketiga unsur-unsur pengertian pajak tersebut, keempat unsur  yaitu

iuran kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang yang dapat di

paksakan memberikan penekanan kepada fungsi penerimaan keuangan

negara yang biasa disebut fungsi budgetair, sedangkan unsure kelima

memberikan penekanan pada fungsi mengatur atau fungsi regulerend untuk

membiayai pengeluaran negara, juga dapat mendorong kebijaksanaan

pemerintahan untuk meningkatkan investasi dan meningkatkan pemerataan

dan hasil-hasilnya.

b. Fungsi Pajak

Berdasarkan pajak berarti kegunaan pokok, manfaat pokok dari pajak itu

sendiri pada umumnya dikenal dua macam yaitu : (Mardiasmo :2011: 1)

1) Fungsi budgetair (pendanaan)

Fungsi budgetair disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiscal

yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai

pengeluaran – pengeluarannya

2) Fungsi regulerend (mengatur)

Fungsi regulerend di sebut juga fungsi tambahan yaitu pajak sebagai

alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam

bidan sosial dan ekonomi.
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Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur :

a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk

mengurangi konsumsi minuman keras

b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah

untuk mengurangi gaya hidup konsumtif

c) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor

produk Indonesia di pasaran dunia

c. Penggolongan pajak

1) Menurut Golongannya

a) Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib

pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang

lain. Contoh :pajak penghasilan

b) Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang orang lain. Contoh :

pajak pertambahan nilai

2) Menurut Sifatnya

a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan

pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib

pajak. Contoh :pajak penghasilan.

b) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa

memperhatikan keadaan diri wajib pajak contoh: pajak

pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah

3) Menurut lembaga pemungutannya

a) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan

digunakan untuk membiayai membiayai rumah tangga negara.
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Contoh :pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak

penjualan atas barang mewah, dan bea material

b) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak

daerah terdiri atas dua yaitu, pajak provinsi contoh :pajak

kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor,

dan pajak kabupaten / kota contoh :pajak hotel, pajak restoran ,

dan pajak hiburan.

d. Syarat pemungutan pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan,

maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

(Mardiasmo, 2011:1)

1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-

undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam

perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum

dan merata, serta di sesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak

bagi wajib pajak untu mengajukan keberatan, penundaan dalam

pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelisn

Pertimbangan pajak.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat

yuridis)
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Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi

negara maupun warganya.

3) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi

maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuhan

perekonomian masyarakat

4) Pemungutan pajak harus efisisen (syarat finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat

ditekan sehigga lebih rendah dari hasil pemungutannya

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhanan

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan

mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan,

syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru ,

contoh :

a) Bea Meterai disederhanakan dari 167 macam tariff menjadi 2

macam tariff.

b) Tariff PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu

tariff, yaitu 10%.

c) Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk

perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh)

yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi)

e. Tata Cara Pemungutan Pajak

1) Stelsel pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel yaitu:
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a) Stelsel nyata (riel stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang

nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir

tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya

diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan

dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan

lebih realities. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat

dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil

diketahuinya)

b) Stelsel anggapan (fictieve stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur

oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap

sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak

sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun

pajak berjalan. Kebaikan stelselini dalah pajak dapat dibayar

selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun.

Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak

berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel

anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung

berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun

besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada
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pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah.

Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2) Asas pemungutan pajak

a) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib

pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang

berasal dari dalam maupun dari luar Negara. Asas ini berlaku

untuk wajib pajak dalam negeri

b) Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang

bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal

wajib pajak

c) Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu

Negara.

3) Sistem pemungutan pajak

a) Official assessment system Adalah suatu sistem pemungutan

yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, Ciri-

cirinya : Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang

ada pada fiskus, Wajib pajak bersifat pasif, dan Utang pajak timbul

setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b) Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak

yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan

sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya: wewenang
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untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak

sendiri, wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan

melaporkan sendiri pajak yang terutang, dan fiskus tidak ikut

campur dan hanya mengawasi

c) with holding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang

member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan

wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak

yang terutang oleh wajib pajak, Ciri-cirinya: wewenang

menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga,

pihak selain fiskus dan wajib pajak

f. Tarif pajak

Ada 4 macam tarif pajak yaitu :

1) Tarif senbanding/proporsional

Tarif berupa presentase yang tepat, terhadap berapapun jumlah yang

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional

terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak, contoh: untuk

penyerahan barang kena pajak didalam daerah pabean akan

dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%

2) Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah

yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh besarnya tarif Bea Meterai untuk cek dan bilyet giro dengan

nilai nominal berapun adalah Rp 3.000.000
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3) Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang

kenai pajak semakin besar. Contoh : pasal 17 undang-undang pajak

penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Tabel. 2.1

Tarif Progresif

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 5%
Diatas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00 15%
Diatas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00 25%
Diatas Rp 500.000.000,00 30%

Menurut kenaikan presentase tarif, tarif progresif dibagi :

- Tarif progresif progresif :kenaikan persentase semakin besar

- Tarif progresif tetap :kenaikan presentase tetap

- Tarif progresif degresif :kenaikan presentase semakin kecil

4) Tarif degresif

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang di

kenai pajak semakin besar.

3. Pajak Pertambahan Nilai

a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Sebagai diketahui bahwa pembangunan hanya dapat terlaksana dengan

baik, apabila ditunjang oleh biaya yang cukup tinggi pada kas negara, untuk

itu pajak adalah merupakan sumber penerimaan terbesar dalam keuangan

negara. Pajak memegang peranan dalam keuanagan negara lewat tabungan

pemerintah, ini diperoleh dari suplus penerimaan rutin/ biasa dikurangi dengan

pengeluaran waktu. Penerimaan dari sektor pajak retribusi, bea, dan cukai,

hasil perusahaan negara, denda dan sitaan.
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Menurut gunandi (2012 :1) bahwa pajak “pajak pertambahan nilai

merupakan pajak atas konsumsi (comsuntion tax) yang dikenakan kepada

setiap tingkat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak

Pajak pertambahan nilai bersifat non komulatif walaupun dikenakan

pada tiap tingkatan penyerahan, hal ini dikenakan pajak pertambahan nilai

hanya dikenakan kepada pertambahan nilainya saja dan sistem pemungutan

pajak pertambahan nilai yang menggunakan sistem credit method dengan

menggunakan sarana faktur pajak.

Menurut priantara, (2012 : 407) dalam buku perpajakan indonesia

mengatankan bahwa “pajak pertambahan nilai adalah pajak tidak langsung

atas konsumsi di daerah pabean artinya beban pajak tersebut dapat dialihkan

kepada pihak lain, sepanjang pihak yang mengalihkan kepada pihak lain,

sepanjang pihak yang mengalihkan pajak tersebut memenuhi syarat sebagai

pengusaha kena pajak (PKP)

Menurut (direktorat jendral pajak, 2010:27) dalam buku Amandemen

undang-undang PPN & PPNBM mengatakan bahwa “pajak pertambahan nilai

adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang

dikenakan secara bertingkah di setiap jalur produksi dan distribusi.

Dari pengertian di atas, walaupun pada hakekatnya definisi tersebut

berbeda, tetapi pada dasarnya maksud dan tujuan yang terkandung

didalamnya adalah sama

b. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

1) Pajak tidak langsung

Skema ini menggambarkan pengertian PPN di tinjau dari sudut ilmu

hukum yaitu suatu jenis pajak yang menempatkan kedudukan



20

pemikul beban pajak dengan kedudukan penenggung jawab

pembayaran pajak ke kas Negara pada pihak-pihak yang berbeda.

Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pembeli atau penerimaan jasa

dari tindakan sewenang-wenang Negara (pemerintah)

2) Pajak objektif

Berbeda dengan PPh yang mengenakan dan pembebanannya

dikenakan dan dirasakan langsung oleh atau melekat kepada subjek

pajak, timbulnya kewajiban membayar PPN sangat di tentukan oleh

adanya objek pajaknya. Kondisi subjektif tak di pertimbangkan.

Contohnya Andi memiliki status menikah dan Ari status lajang

membeli sepeda dengan harga Rp 1.400.000, pada saat membayar

andi dan Ari membayar pajak dalam jumlah yang sama yaitu

ditambahkan 10%, oleh karena itu PPN tidak memperhatikan apakah

membeli sepeda dilihat, apakah Ari meminjam dari tamen atau

mertuanya

3) Multi-stage levy

Multi-stage levy mengandung pengertian bahwa PPN dikenakan

pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi barang kena

pajak atau jasa kena pajak. Contoh ketika perusahaan industri

menyerahkan benang kepada perusahaan tekstil, dikenakan PPN.

oleh perusahaan tekstil, benang diproses menjadi tekstil, atas

penyerahan tekstil kepada perusahaan german dikenakan PPN.

Tekstil tersebut oleh perusahaan german diproses menjadi german

kepada pedagang besar, dikenakan PPN. Oleh pedagang besar,

german yang diterima dari perusahaan german tersebut diserahkan
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lebih lanjut kepada pedagang enceran misalnya took pakaian ,

department store, dan lain sebagainy, atas penyerahan tersebut

dikenakan PPN. Konsumen membeli pakaian dari took tersebut atau

depertement store tersebut dikenakan PPN.

4) Perhitungan PPN terhutang untuk dibayar ke kas negara dengan

menggunakan Indirect Subtraction

Metode perhitungan PPN yang akan disetor ke kas Negara dengan

cara mengurangkan pajak atas perolehan dengan pajak atas

penyerahan barang atau jasa

Untuk menggunakan pajak pertambahan nilai atas nilai tambah

dilakukan dengan tiga metode yaitu:

a) Subtraction method (metode pengurangan secara langsung), yaitu

dengan cara mengalihkan tarif PPN 10%

b) Indirect subtraction method (metode menggunakan secara tidak

langsung ). Yaitu dengan cara mengurangkan PPN yang dipungut

oleh penjualan atau pengusaha jasa atas penyerahan barang atau

jasa, dengan PPN yang dibayar kepada penjual atau pengusaha

jasa lain atas perolehan barang atau jasa.

c) Addition method (metode perhitungan nilai tambah), yaitu

mengalihkan tarif PPN dengan hasil penjumlahan unsure-unsur

tambah

5) PPN bersifat non kumulatif

Meskipun PPN adalah multy stage levy tetapi PPN tidak bersifat

kumulatif karena PPN mengenal adanya mekanisme pengkreditan

pajak masuk
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6) PPN Indonesia menganut tarif tunggal

Tarif PPN sangat sederhana hanya ada tarif 10% untuk transaksi

penyerahan barang atau jasa didalam negeri

7) PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri

Sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri PPN hanya dikenakan

atas barang atau jasa yang dikonsumsi didalam daerah pabean

republic Indonesia. Apabila barang atau jasa itu akan dikonsumsi di

luar negeri, tidak dikenakan PPN dikenakan ditempat tujuan barang

atau jasa akan dikonsumsi

8) PPN yang terapkan di Indonesia adalah PPN konsumsi

(consumption type VAT)

Dilihat dari sisi perlakuan terhadap barang modal, PPN Indonesia

termasuk tipe konsumsi (Consumption Type VAT), artinya seluruh biaya

yang dikeluarkan untuk perolehan barang modal dapat dikurangi dari dasar

pengenaan pajak. Dalam bahasa indirect subtraction method, pajak

masukan atas perolehan barang modal dapat dikreditkan dengan pajak

keluaran sehingga barang modal dikenakan PPN hanya satu kali.

c. Mekanisme pajak pertambahan nilai

Mekanisme pajak pertambahn nilai di Indonesia dapat dikelompokan

sebagai berikut:

1) Pengusaha kena pajak (PKP) menyerahkan barang kena pajak (BKP)

kepada PKP B dengan harga jual Rp 10.000.000. atas penyerahan ini

terhutang PPN sebesar = 10% x Rp 10.000.000 = Rp 1.000.000 dan

wajib dipungut oleh PKP A. pemungutan PPN dilakukan dengan cara

membuat faktur pajak. Sehubung dengan itu, PKP A membuat dan
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menyerahkan faktur pajak dengan PPN sebesar Rp 1.000.000

Kepada PKP B

2) Karena PKP B yang menerima faktur pajak dengan nilai PPN sebesar

Rp 1.000.000, PKP B selaku pembeli BPK akan membayar  Rp

10.000.000 ditambah PPN sebesar Rp 1.000.000 kepada PKP A

selaku penjual

3) BKP dimaksud oleh PKP B diserahkan lebih lanjut kepada PKP C.

Kali ini, PKP B berstatus sebagai penjual BKP, sedangkan PKP C

selaku pembeli. Harga jual tidak lagi 10.000.000 melainkan

12.000.000. atas penyerahaan ini terhutang PPN sebesar 10% X Rp

12.000.000 = Rp 1.200.000, dan wajib dipungut oleh PKP B membuat

dan menyerahkan faktur dengan nilai PPN 1.200.000 kepada PKP C

4) Karena penerimaan faktur pajak dengan nilai PPN sebesar Rp

1.200.000 selaku pembeli, PKP C membayar harga BKP Rp

1.200.000 ditambah dengan PPN 10%

5) PPN sebesar 1.000.000 yang dipungut oleh PKP A, dalam UU PPN

1984 disebut pajak keluaran, sedangkan bagi  PKP B selaku pembeli

yang membayar PPN tersebut dinamakan pajak masukan

a. Pajak akhir bulan, PKP B memperhitungkan pajak masukan sebesar

Rp 1.000.000 dengan pajak keluaran sebesar Rp 1.200.000, hasil

diperoleh selisih lebih pajak keluaran Rp 200.000 yang wajib disetor

ke kas negara melalui bank penerimaan pembayaran pajak.

Memperhitungkan atau mengurangkan pajak masukan dengan pajak

keluaran ini, dalam mekanisme PPN berdasarkan UU PPN 1984
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Dinamakan “pengkreditan pajak masukan “. Jadi mengkreditan pajak

masukan mengandung pengertian mengurangkan pajak masukan dengan

pajak keluaran

d. Faktur pajak

Yang dimaksud dengan faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang

dibuat oleh pengusaha kena pajak, karena penyerahan BKP atau penyerahan

JKP atau oleh direktorat jenderal bead an cukai karena impor BKP, faktur

pajak merupakan dokumen sangat penting karena merupakan suatu bukti

yang menjadi sarana pelaksanaan cara kerja mekanisme pengkreditan PPN,

dan harus ditunjukkan dalam hal pelaporan setiap transaksi bisnis yang telah

dilaksanakan ke KPP, bahkan apabila terjadi pemeriksaan oleh fiskus,

dokumen ini perlu ditunjukkan secara jelas.

Terdapat tiga jenis faktur pajak yaitu:

1) Faktur pajak standar, yaitu faktur pajak yang bentuk dan isinya telah

ditetapkan oleh keputusan Dirjen Pajak, dan dapat digunakan untuk

mengkreditkan pajak masukan. Faktur ini harus dibuat selambat-

lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan

dalam hal pembayara diterima setelah bulan penyerahan, kecuali

pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya maka faktur

pajak standar harus dibuat selambat-lambatnya pada saat

penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi

sebelum penyerahan BKP/JKP atau pada saat penerimaan

pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap

pekerjaan, atau pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan

kepada pemungut PPN
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2) Faktur pajak sederhana adalah faktur pajak yang dibuat sebagai

bukti pemungutan pajak atas penyerahan BKP atau JKP kepada

konsumen akhir atau kepada pembeli/ penerimaan jasa yang tidak

menunjukkan identitasnya dengan lengkap.contoh dari faktur pajak

sederhana adalah bon kontan, faktur penjualan, cash register,

kuitansi, dan sebagainya. Konsekuensi dari pembuatan faktur pajak

sederhana adalah tidak dapat digunakan oleh pembeli BKP atau

peneriman JKP sebagai dasar untuk pengkreditan pajak masukan

dan tidak dapat digunakan sebagai dasar  untuk pembuatan nota

retur. Faktur ini harus dibuat pada saat penyerahan BKP/JKP atau

pada saat pembayaran apabila pembayaran diterima sebelum

penyerahan BKP/JKP

3) Faktur pajak gabungan adalah faktur pajak standar yang memuat

lebih dari satu transaksi dalam satu masa pajak untuk pelanggan

yang sama, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan administrasi.

Faktur ini harus dibuat selambat-lambatnya pada akhir bulan

berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan atau JKP

Sebelum PKP menerbitkan faktur pajak standar, diharuskan melaporkan

terlebih dahulu Nomor seri faktur pajak standar yang akan diterbitkan kepada

kepala KPP. Selain itu, tidak setiap pengusaha boleh membuat faktur pajak.

Hanya pengusaha yang telah dikukukah sebagai pengusaha kena pajak

(PKP) yang diperbolehkan membuat faktur pajak
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4. Objek dan Subjek Pajak Pertambahan Nilai

a. Objek pajak pertambahan nilai

1) Penyerahan BKP yang dilakukan di daerah pabean yang dilakukan

oleh pengusaha. Syarat-syaratnya adalah

a) Barang berwujud yang dierahkan merupakan JKP

b) Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak

berwujud

c) Penyerahan dilakukan di daerah pabean penyerahan dilakukan

dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan

2) Penyerahan JKP didalam daerah pabean yang dilakukan oleh

pengusaha. Syarat-syaratnya adalah:

a) Jasa yang diserakan merupakan JKP

b) Penyerahan dilakukan didalam daerah pabean

c) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau

pekerjaannya

3) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam

daerah pabean

4) Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean

5) Ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak

6) Impor BKP, PPN juga dipungut pada saat impor BKP pemungutan

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan cukai

7) Ekspor JKP oleh BKP termaksud dalam pengertian ekspor JKP,

syarat-syaratnya adalah:

a) Jasa maklon

b) Jasa kontruksi
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b. Subjek pajak pertambahan nilai

Subjek PPN pada dasarnya adalah WP pada PPh, namun istilah PKP

selalu dipakai untuk mereka yang bertanggung jawab terhadap pemungutan,

penyetoran dan pelaporan PPN

1) Pengusaha

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun

yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang,

mengimpor barang, mengekspor barang atau jasa, melakukan usaha

perdagangan, memanfaat jasa dari luar daerah pabean. Tidak

mungkin pengusaha tidak menjadi WP karena sebelum menjadi PKP

harus terdaftar sebagai WP. Pengertian badan adalah seperti pada

PPh, yakni sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan

baik yang melakukan usaha jasa, atau tidak melakukan kegiatan

2) PKP

PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena

pajak (BKP) dan atau penyerahkan jasa kena pajak (JKP) yang

dikenakan pajak berdasarkan UU PPN, tidak termasud pengusaha

kecil yang batasnya ditetapkan dengan keputusan menteri

keuangan. Dalam hal ini pengusaha kecil sukarela memilih untuk

dikukuhkan sebagai PKP maka pengusaha kecil menjadi PKP.

Contoh PKP: pengusaha industry tekstil, sepatu elektronik,

pedagang besar, pedagang enceran, jasa konsultan, jasa audit, atau

jasa penelitian
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3) Bukan PKP

Apakah semua pengusaha adalah PKP? Dijelaskan dalam undang-

undang bahwa PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan

BKP  dan JKP yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang

PPN. Ini berarti tidak semua pengusaha adalah PKP, contoh

pengusaha restoran, hotel, perusahaan daerah air minum, rumah

sakit, dokter praktek. Dengan demikian yang termaksud bukan PKP

adalah:

a) Pengusaha kecil, kecuali pengusaha kecil yang bersangkutan

sukarela memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP

b) Pengusaha yang menghasilkan dan atau menyerahkan bukan

BKP dan atau bukan JKP

c. Dasar Pengenaan Pajak

Untuk menghitung besarnya pajak (PPN dan PPnBM) yang terutang

perlu adanya dasar pengenaan pajak (DPP), yang menjadi DPP adalah:

1) Harga jual Adalah nilai berupa, termaksud semua biaya yang diminta

atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BK, tidak

termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut UU PPN

1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak

2) Penggantian adalah nilai uang, termaksuk semua biaya yang diminta

atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP,

ekspor JKP, atau ekspor BKP tidak berwujud, tetapi tidak termasuk

pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan

potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak atau nilai

berupa uang yang dibayar seharusnya dibayar oleh penerimaan jasa
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karena pemanfaatan JKP dan atau oleh penerima manfaat BKP tidak

berwujud karena pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah

pabean didalam daerah pabean

3) Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar

penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan

dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

kepabeanan dan cukai untu impor BKP, tidak termasuk PPN dan

PPnBM yang dipungut menurut undang-undang PPN 1984

4) Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta

atau seharusnya diminta oleh eksportir

5) Nilai lain adalah suatu nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai

DPP untuk menghitung PPN yang terhutang nilai lain ditetapkan

dalam peraturan mentri keuangan Nomor 75/PMK 03/2010:

a) Untuk memakai (konsumsi) sendiri BKP dan atau JKP harga jual

atau penggantian setelah dikurangi laba kotor

b) Untuk pemberian Cuma-Cuma BKP dan atau JKP adalah harga

jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor

c) Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah

perkiraan harga jual rata-rata

d) Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per

judul film

e) Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga

jual enceran
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d. Penyerahan barang/ jasa kena pajak

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2000 pasal 1A menyebutkan beberapa

jenis transaksi yang termasuk dalam jenis penyerahan barang kena pajak.

Jenis penyerahan tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Penyerahan hak atas barang kena pajak kerana suatu perjanjian

2) Pengalihan barang kena pajak karena suatu perjanjian sewa beli

dan atau perjanjian sewa guna usaha (leasing)

3) Penyerahan barang kena pajak kepada pedagang perantara atau

melalui juru lelang

4) Pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas barang

kena pajak

5) Persediaan barang kena pajak dan aktiva yang menurut tujuan

semulatidak untuk diperjual belikan, yang masih tersisa pada saat

pembubaran

e. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif pajak pertambahan nilai adalah 10% (sepuluh persen) namun tarif

sebenarnya sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:

1) Ekspor BKP berwujud

2) Ekspor BKP tidak berwujud

3) Ekspor JKP

Sesuai dengan filosofinya, PPN adalah pajak yang dikenakan atas

konsumsi didalam daerah pabean maka:

1) BKP berwujud yang di ekspor

2) BKP tidak berwujud dari dalam daerah pabean yang dimanfaatkan

diluar daerah pabean
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3) JKP yang di Ekspor termasuk JKP yang serahkan oleh PKP yang

menghasilkan dan melakukan ekspor BKP atas dasar pesanan atau

permintaan dengan bahan dana atas petunjuk dari pemesanan

diluar daerah pabean

Tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan

paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan

peraturan pemerintah. Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi

dan atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, pemerintah diberi

wewenang mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan

paling tinggi 15% (lima belas persen) dengan tetap memakai prinsip tarif

tunggal

f. Saat dan tempat pajak terhutang

1) Saat pajak terhutang

Saat pajak terhutang diatur dalam pasal 11 UU PPN 1984

penjabarannya lebih lanjut dalam pasal 13 peraturan pemerintah No. 143

tahun 2000 serta beberapa keputusan Direktur Jenderal pajak untuk yang

bersifat khusus

a) Penyerahan BKP atau JKP

b) Impor BKP

c) Ekspor BKP berwujud

d) Ekspor BKP tidak berwujud

e) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari laur daerah pabean di

dalam daerah pabean

f) Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean

g) Pembayaran yang diterima sebelum penyerahan / pemanfaatan
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2) Tempat pajak terhutang

a) Untuk penyerahan BKP/JKP

- Tempat kedudukan

- Tempat kegiatan usaha

- Tempat lain

Apabila pengusaha kena pajak terutang pajak pada lebih dari 1

(satu) tempat kegiatan usaha, pengusaha kena pajak tersebut

dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur

Jenderal pajak untuk memilih 1 (satu) tempat atau lebih sebagai

tempat terutangnya pajak

b) Dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi di tempat barang

kena pajak dimasukan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal

Bea dan cukai

c) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak

berwujud dan atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah

pabean terutang pajak ditempat tinggal atau tempat kedudukan

dan atau tempat ketinggian usaha

d) Untuk kegiatan pembangunan sendiri oleh PKP yang dilakukan

tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya atau oleh

bukan PKP, ditempat bangunan tersebut didirikan

5. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

akuntansi komersial tidak mengatur tersendiri perilaku akuntansi khusus

untuk PPN maupu PPnBM, PSAK tahun 2007 hanya mengatur akuntasi pajak

penghasilan. Namun demikian baik dalam akuntansi komersial maupun dalam
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akuntansi pajak terdapat persamaan dalam melakukan pencatatan yang harus

dipersiapkan antara lain:

a. Akun pajak masukan

Pajak masukan adalah pajak yang telah dibayar oleh pengusaha

kena pajak pada waktu perolehan atau impor barang kena pajak atau

penerimaan jasa kena pajak. Sementara masalah yang timbul dalam

pencatatan pajak masuk adalah kemungkinan berbeda saat pembuatan

faktur kena pajak misalnya pada tanggal 1 september 2011 dibeli

barang kena pajak seharga Rp x.xxx.xxx dilakukan pada tanggal

tersebut, tetapi saat ini belum diterima faktur pajak. Ayat jurnal yang

harus dibuat adalah:

Persediaan barang Rp x.xxx.xxx

Pajak masukan belum difakturkan Rp    xxx.xxx

Utang dagang Rp x.xxx.xxx

Pada tanggal 11 september 2011 faktur penjualan akan dikirim

oleh penjualan. Pada saat ini ayat jurnal yang harus dibuat adalah :

Pajak masukan Rp xxx.xxx

Pajak masukan belum difakturkan Rp xxx.xxx

Dalam ayat jurnal ini, perkiraan pajak masukan belum di fakturkan

dan utang dagang belum difakturkan akan bersaldo nol, padaakhir bulan

saldo diperkirakan pajak masukan pada saat utang dibayar, perkiraan

“utang dagang” di debet dan “kas” kredit

Jika pembelian tersebut dilakukan dengan tunai maka faktur pajak

harus segera dibuat. Ayat jurnal yang dibuat adalah berikut:
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Persediaan barang Rp x.xxx.xxx

Pajak masukan Rp x.xxx.xxx

Kas/ Bank Rp x.xxx.xxx

b. Akun pajak keluaran

Pajak keluaran adalah pajak yang dipungut pengusaha kena pajak

pada waktu penyerahan barang kena pajak konsumen. Masalahnya

pencatatan pajak keluaran tidak berbeda dengan pajak masukan, yaitu

kemungkinan perbedaannya pada saat penyerahan barang kena pajak

disaat di buatkan faktur pajak. Untuk itu pencatatan pajak keluaran saat

diperlukan, misalnya pada tanggal 5 juni 2012 terjual barang kena pajak

Rp x.xxx.xxx (setelah dikurang potongan harga) tanggal ini sekaligus

merupakan pada saat penyerahan belum perna dibutkan faktur paja,

walaupun pada saat itu sudah terutang pajak secara administrasiutang

pajak tadi belum tercatat. sebaliknya dari segi akuntansi, penyerahan

barang merupakan saat dimana penjualan harus di akui. Ayat jurnal

yang perlu dibuat saat ini adalah:

Piutang dagang Rp x.xxx.xxx

Pajak pengeluaran belum difakturkan Rp x.xxx.xxx

Penjualan Rp x.xxx.xxx

Pada tanggal 12 juni dibuat faktur pajak, ayat jurnal yang harus

dibuat adalah:

Pajak keluaran belum difakturkan Rp xxx.xxx

Pajak keluaran Rp xxx.xxx

Dengan ayat jurnal ini diperkirakan “piutang dagang belum

difakturkan” dan pajak keluaran belum difakturkan akan bersaldo nol
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pada akhir bulan saldo perkiraan, “pajak keluaran” dikurangi dengan

pajak masukan yang dapat dikreditkan. Selisihnya merupakan PPN

yang masih harus disetor atau dikompensasikan. Jika pembelian

tersebut dilakukan dengan tunai maka faktur pajak harus segera dibuat.

Ayat jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

Kas/Bank Rp x.xxx.xxx

Penjualan Rp x.xxx.xxx

Pajak keluaran Rp x.xxx.xxx

6. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi

yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan

merupakan produk akhir dari suatu proses akuntansi untuk menyediakan

informasi keuangan dari suatu perusahaan dan yang menjadi tanggung jawab

manajemen kepada pihak-pihak internal maupun eksternal, maka agar

laporan keuangan yang disusun tersebut dapat memenuhi kebutuhan para

pemakainya haruslah berdasarkan pada prinsip akuntansi yang berlaku umum

(generarally accepted accounting principles)

Laporan keuangan menggambarkan dampak dampak keuangan dari

transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok

besar menurut kelompok besar karakteristik ekonominya. Kelompok besar itu

merupakan unsur laporan keuangan. Unsur laporan keuangan yang berkaitan

dengan posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban, dan modal. Sedangkan

unsur laporan keuangan yang berkaitan dengan pengukuran dengan kinerja

perusahaan adalah penghasilan dan  secara umum yang digunakan secara

khusus.
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Menurut Sofyan Harahap (2011) Laporan keuangan terdiri atas :

a. Neraca merupakan suatu from atau daftar yang disusun

berdasarkan prinsip-prinsip yang diterima secara umum untuk

memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan pada

saat tertentu. Yang didalamnya memuat : aktiva, utang, dan modal.

b. Laporan Laba rugi merupakan sutu ukuran penting yang sangat

diperlukan dalam analisis keuangan perusahaan perhitungan laba

rugi sangat diperlukan terkait dengan analisis untuk mengukur

tingkat efisiensi pemanfaatan aktiva dan pengukuran tingkat

rentabilitas perusahaan, serta pengukuran penghasilan per lembar

saham.

c. Laporan perubahan ekuitas untuk memberikan informasi tentang

hal-hal yang menyebabkan perubahan pada ekuitas perusahaan

d. Laporan arus kas merupakan laporan yang memuat penerimaan

dan pengeluaran suatu perusahaan. Tujuan penyajiannya adalah

untuk memberikan informasi kepada para pemakai laporan

keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan

dalam menghasilkan kas dan setara kas dan menilai kemampuan

perusahaan untuk menggunakan kas dan setara kas tersebut

e. Catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan mengenai pos

yang tertera dalam neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan

ekuitas, laporan arus kas
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B. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang dapat mendukung penelitian ini yaitu

sebagai berikut:

TABEL 2.2

PENELITIAN TERDAHUILU

Nama Judul Kesimpulan
1. Ester

simangungsing
(2005)

Akuntansi pajak
pertambahan nilai  (PPN)
pada PT. Daya Muda
Agung

Pencatatan dan
perhitungan terhadap
akuntansi PPN telah
dilakukan dengan baik
sesuai dengan standar
dan UU PPN yang
berlaku

2. Semion Tarigan
(2007)

Akuntansi PPN dan
kaitannya dengan surat
pemerintahan masa pada
PT. Openaki

Laporan akuntansi
berpedoman pada PSAK
dan laporan pajak
berpedoman pada
peraturan pemerintah
yaitu UU PPN dan
PPnBM

3. Mila Sari Kartika
(2007)

Penerapan akuntansi
pajak pertambahan nilai
(PPN) pada PT.
perusahaan
perdagangan Indonesia

Laporan keuangan belum
sesuai dengan SAK
perusahaan melakukan
pembayaran pajak
secara terpusat
(sentralisasi)

4. Christina (2013) Penerapan akuntansi
pajak pertambahan nilai
(PPN) dan pengaruhnya
terhadap laporan neraca
pada CV. Kamdatu
Palembang

Belum menerapkan
akuntansi pajak
pertambahan nilai
berdasarkan standar
akuntansi keuangan

5. Mery Siskawati
(2013)

Penerapan akuntansi
pajak pertamban nilai
dan penyajiannya pada
laporan keuangan kpri
sebra

kpri serba tidak
melaksanakan pisah
batas pada pajak
masukannya dan belum
menerapkan akuntansi
pajak pertamban nilainya
berdasarkan SAK  ETAP

6. Santi Whaskita
(2013)

Penerapan akuntansi
pajak pertambahan nilai
(PPN) PT. Indoprima
Gemilang

Pelaporan pajak
pertambahan nilai dan
pembayarannya selalu
tepat waktu tidak perna
ada keterlambatan dan
cara penyajiannya
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datanya sangat jelas dan
lengkap

7. Zulia Hanum
(2015)

Penerapan akuntansi
pajak pertambahan nilai
pada PT. Perkebunan
nusantara IV (persero)

Akuntansi pajak
pertambahan nilai yang
dilakukan perusahaan
sudah sesuai

8. Darise Anggraini
(2014)

Analisis akuntansi pajak
pertambahan nilai (PPN)
pada PT. XYZ

Perhitungan akuntansi
pajak pertambahan nilai
menggunakan sistem
pajak keluaran dan pajak
masukan

9. Novi Darmayanti
(2012)

Analisis perhitungan
pajak pertambahan nilai
(PPN) pada CV.Sarana
teknik control surabaya

Masih belum sesuai
dengan perubahan UU
perpajakan yang baru,
sehingga laba yang
diperoleh lebih sedikit
karena tarif pajak terlalu
besar

C. Kerangka Konsep

Secara singkat pelaku ekonomi yang menjalankan bisnis di Negara

Indonesia yang kegiatannya membeli barang kemudian menjual barang itu

kembali, akibat kegiatan ini maka akan dikenakan pajak, dimana bagi pihak

penjualan yang membeli barang maka akan menerima faktur pajak masukan

dan jika penjual tersebut menjual kepada konsumen maka dia mengeluarkan

faktur penjualan dan setelah akhir bulan pihak pelaku ekonomi yaitu

perusahaan melaporkan pajak dengan berpatokan dengan laporan laba rugi

dan neraca, setelah itu melaporkan dalam bentu SPT masa PPN

Dimana fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak (PKP) adalah sebagai

sarana untuk melaporkan dan bertanggung jawab dalam menghitung jumlah

pajak pertambahan nilai (PPN) yang terhutang pengusaha kena pajak (PKP)

melaporkan sendiri SPT masa pajak pertambahan nilai berkaitan dengan

kegiatan usaha yang terhutang, karena self assessment system menuntu

kepatuhan secara suka rela dari wajib pajak maka system ini juga akan
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menimbulkan peluang bagi pengusaha kena pajak (PKP) untuk melakukan

tindakan kecurangan, menghindari pajak (tex avoidance) dan penggelapan

pajak (tax evasion). Tindakan kecurangan dapat dilakukan dengan usaha

untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang atau penggeser beban pajak

yang terhutang dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku,

tindakan kecurangan tersebut seperti menerbitkan faktur pajak fiktif, sehingga

laba yang dilaoprkan juga berpengaruh dan sangat berdampak pajak Negara.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para ahli dapat di tarik

beberapa kesimpulan, yaitu :

GAMBAR 2.1

MODEL KERANGKA KONSEP

CV. LAS SYIFA KAROSERI

AKUNTANSI PAJAK

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

PPN ada Dua macam :
1. Faktur pajak masukan
2. Faktur pajak keluaran

LAPORAN KEUANGAN
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D. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan  tersebut, maka

yang menjadi hipotesis penelitian adalah diduga penerapan akuntansi pajak

pertambahan nilai dan pengaruh pajak pertambahan nilai pada laporan

keuangan di CV. Las Syifa Karoseri telah sesuai dengan UU PPN No. 42

Tahun 2009
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis melakukan

penelitian pada CV. Las Syifa Karoseri. Kota Bau-Bau dan waktu penelitian

yang digunakan adalah 2 bulan lamanya, terhitung dari bulan April sampai

dengan Mei 2018

B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian adalah data

kuantitatif, yaitu data yang berwujud angka-angka, berupa data-data

keuangan perusahaan atau instansi terkait.

C. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, meliputi laporan keuangan perusahaan

2. Data sekunder, merupakan keterangan dari pihak-pihak perusahaan

yang bersangkutan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data dan informasi yang berhubungan dengan

penulisan digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikt:

1. Observasi yaitu merupakan pengamatan langsung yang dilakukan

penelitian terhadap objek yang diteliti yakni pelaksanaan dan prosedur

akuntansi pajak pertambahan nilai yang dilakukan CV. Las Syifa

Karoseri
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2. Dokumentasi yaitu dokumen yang menyangkut sejarah perusahaan,

struktur organisasi, pembagian tugas dan proses produksi CV. Las Syifa

Karoseri

E. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif

kuantitatif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan,

menyajikan serta menganalisis data sehingga diperoleh gambaran yang

cukup jelas tentang masalah yang dihadapi, kemudian ditarik kesimpulan

mengenai perhitungan, pencatatan, dan pelaporan pajak pertambahan nilai

dengan peraturan undang-undang perpajakan yang ada, sebagaimana

terdapat dalam peraturan pemerintah.

Penelitian ini sangat penting sebagai studi pendahuluan bagi peneliti lain

atau penelitian lanjutan. Ada pun ciri-ciri penelitian deskriptif kuantitatif

sebagai berikut.

1. Cenderung menggunakan satu variable dalam operasional

2. Tidak menutup kemungkinan menggunakan variable atau lebih tetapi

tidak untuk dihubungkan, dibandingkan, atau dicari sebab akibat

3. Kegiatan data dimungkinkan untuk diwakilkan

4. Analisis data dilakukan sesudah semua data terkumpul
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Singkat Perusahaan

Perusahaan CV Las Syifa Karoseri pada tahun 2007, dari ide awalnya

adalah memanfaatkan peluang bisnis di sektor perdagangan, CV Las Syifa

Karoseri memulai bisnis dalam pembuatan produk karoseri yaitu pembuatan

bodi kendaraan  niaga, dengan pembuatan unit kargo box sebagai produk

utamanya

Dengan semangat tinggi CV Las Syifa Karoseri berkomitmen untuk

mengedepankan layanan dan kualitas produk yang konsisten dalam

memenuhi kebutuhan masyarakat akan trasportasi. Seiring dengan

pertumbuhan industri perdagangan serta dalam rangka pemenuhan

permintaan yang semakin besar

Dalam perkembangan kebutuhan industri yang semakin pesat CV Las

Syifa Karoseri terus mengembangkan teknologi kendaraan kargo di berbagai

sektor. Adapun produk-produk andalan yang dihasilkan antara lain dump

body, dump truck, bak besi, loss bak, box besi, bak kayu dll.

2. Visi dan Misi perusahaan

a. Visi perusahaan :

Menjadikan patner bisnis terpercaya melalui produk dan layanan

berkualitas

b. Misi perusahaan :

1) Mengelola dan mengembangkan teknologi koreseri untuk

memenuhi kebutuhan pasar
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2) Menghasilkan produk terbaik dan layanan professional untuk

konsumen

3) Meningkatkan kontribusi pendapatan bagi Negara dan karyawan

serta berperan aktif di dalam pembangunan lingkungan dan

pelayanan kepada masyarakat

3. Struktur Organisasi

Organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang bekerja sama untuk

mencapai tujuan, agar kerja sama ini dapat terlaksana dengan baik maka

diperlukan adanya suatu pembagian tugas yang jelas bagi setiap individu

yang ada di dalam organisasi tersebut. Pembagian tugas ini dapat ditunjukkan

dalam suatu struktur organisasi. Struktur organisasi perusahaan merupakan

hal yang mutlak harus ada, kerana bila tidak ada struktur organisasi dalam

suatu perusahaan akan menyebabkan pelaksanaan tugas-tugas tersebut tidak

efektif dan efisien bahkan menyebabkan kesimpangsiuran dalam

melaksanakan operasi perusahaan.

Adapun struktur organisasi CV Las Syifa Karoseri adalah halaman

berikut :
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STRUKTUR ORGANISASI
CV Las Syifa Karoseri

Gambar 4.1
Struktur Organisasi CV Las Syifa Karoseri
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4. Uraian Pekerjaan

Dalam struktur organisasi CV Las Syifa Karoseri diatas mempunyai

tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. Manager sales dan marketing area

1) Menjaga dan mengamankan dokumenkerja bagian depertemen sales

dan marketing dari penyalahgunaan dan penyimpangan yang

dilakukan oleh pihak institusi luar maupun individu-individu yang tidak

bertanggungjawab

2) Bertanggungjawab atas terjadinya segala penyimpangan dan

kebocoran dokumen depertemen sales dan marketing ke pihak luar

3) Memberikan arahan kepada bawahan agar bawahan dapat bekerja

sesuai dengan prosedur dan target yang ditetapkan

b. Manager brand & marketing

1) Membantu sales manager untuk membantu tim sales yang tepat dan

berkualitas melalui (training, hire,dan firing)

2) Bertemu dengan bagian pemasaran dan menjual dengn

mengamalkan keprluan /syarat, menyiapkan anggaran tahunan,

menjadwalkan belanja, menganalisis perbedaan, memulai tindakan

yang perlu dikoreksi

3) Meningkatkan daya jual produk dan meningkatkan kemasan produk

c. Manager IT (Information Technology)

1) Mengatur terlaksananya program kerja departemen information

technology suatu program kerja dan jadwal atas persetujuan direktur

taknik
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2) Mengontrol bawahan dalam melakukan program kerja departemen

information technology

3) Wajib menentukan dan bertanggungjawab atas disiplin kerja sesuai

peraturan perusahaan

d. Manager produt engineering

1) Bersama dengan direktur teknik menentukan model produk baru atau

revisi model secara keseluruhan

2) Menentukan strategi pengembangan produk jangka menengah (kelas

A, B dan C)

3) Membantu pengawasan engineering dalam melakukan  evaluasi

SDM dari masing –masing tim engineering sesuai dengan beban

pekerjaan di suatu periode

e. Manager R & D (Research & Devolopment)

1) Bersama dengan direktur teknik menentukan model produk baru atau

revisi model secara keseluruhan

2) Membantu pengawasan dalam melakukan  evaluasi SDM dari

masing –masing tim Research & Devolopment sesuai dengan beban

pekerjaan di suatu periode

3) Menentukan strategi pengembangan produk

f. Manager after sales service

1) Atas sepengetahuan direktur Finance  & Accounting membuat dan

menyusun program kerja depertemen sales

2) Bertanggungjawab atas terjadinya segala penyimpangan dan

kebocoran dokumen departemen sales ke pihak luar
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3) Memberikan arahan kepada bawahan agar bawahan dapat bekerja

sesuai dengan prosedur dan srategi yang ditetapkan

g. Manager Finance  & Accounting

1) Atas sepengetahuan direktur Finance  & Accounting membuat dan

menyususn program kerja Departemen Finance  & Accounting

2) Bertanggungjawab atas terjadinya segala penyimpangandan

kebocoran dokumen Departemen Finance  & Accounting ke pihak

luar

3) Memberikan arahan kepada bawahan, agar dapat bekerja sesuai

dengan prosedur dan target yang ditetapkan

4) Bertanggungjawab membina kerja tim yang solid antar departemen

terkait unsur Departemen Finance  & Accounting

B. Hasil Penelitian

1. Dasar Pengenaan Pajak

Berdasarkan data penulis yang diperoleh pada perusahaan CV Las

Syifa Karoseri, dasar pengenaan pajak yang dijadikan dasar perhitungan

pajak pertambahan nilai terhadap barang kena pajak sudah sesuai dengan

dasar pengenaan pajak yang ada. Dasar pengenaan pajak yang dipakai

adalah harga jual, yaitu nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau

seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak yang

tidak termaksud PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan.

2. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pengganti dari pajak

penjualan. Alasan penggantian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak

lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai



49

sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan

penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Peranan dan sekaligus merupakan unsur yang penting sebagai pemasok bagi

anggaran negara, perolehan dana dari pajak merupakan jumlah yang

dominan sebagai sumber penerimaan negara. oleh karena itu, setiap warga

negara yang telah memenuhi kriterial sebagai wajib pajak menurut ketentuan

wajib perpajakan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak.. Di dalam

buku perpajakan indonesia mengatankan bahwa “pajak pertambahan nilai

adalah pajak tidak langsung atas konsumsi di daerah pabean artinya beban

pajak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain, sepanjang pihak yang

mengalihkan kepada pihak lain, sepanjang pihak yang mengalihkan pajak

tersebut memenuhi syarat sebagai pengusaha kena pajak (PKP)

3. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif pajak pertambahan nilai yang digunakan perusahaan telah sesuai

dengan peraturan UU No. 42 tahun 2009 pasal 7 ayat 1 sebesar 10%.

4. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Menurut UU No. 42 Tahun 2009

Perhitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran yang perusahaan

lakukan dan yang telah disetorkan ke kas Negara sudah sesuai dengan rumus

dan aturan – aturan yang berlaku. Negara tidak mungkin dirugikan dalam hal

pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap barang kena pajak (BKP) yang

perusahaan jual dalam rangka kegiatan usaha.

Adapun daftar Harga Pokok Produksi selama tahun 2015, 2016 dan

2017  adalah sebagai berikut :
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Tabel 4.1
CV. Las Syifa Karoseri

Laporan Harga Pokok Produksi Karoseri
Tahun 2015 - 2017

Keterangan 2015 2016 2017
Pemakaian Bahan Baku
Persedian Bahan Baku Awal 10,000,000 7,000,000 12,000,000
Pembelian Bahan Baku 42,700,000 47,312,000 52,127,200
By. Angkut Bahan Baku 1,000,000 1,700,000 2,000,000
Retur Pembelian (5,000,000) (3,200,000) (8,000,000)

Total Pembelian bahan baku 38,700,000 45,812,000 46,127,200
Jml.Persediaan Bahan Baku Bersih 48,700,000 52,812,000 58,127,200
Persedian Bahan Baku Akhir (7,000,000) (5,500,000) (7,000,000)
Jumlah Pemakaian Bahan Baku 41,700,000 47,312,000 51,127,200

Gaji/Upah Tenaga Kerja Langsung 10,500,000 10,500,000 10,500,000
Biaya Overhead Pabrik
Gaji Pengawas Produksi 4,000,000 4,000,000 4,000,000
By. Pemeliharaan Mesin 5,018,488 5,019,967 6,204,144
By. Perlengkapan Pabrik 6,000,000 8,500,000 10,000,000
By. Penyusutan Pabrik 3,500,000 3,500,000 3,500,000
By. Penyusutan Mesin Pabrik 4,000,000 4,000,000 5,000,000
Jumlah Biaya Overhead Pabrik 22,518,488 25,019,967 28,704,144
Jumlah Biaya Produksi 74,718,488 82,831,967 90,331,344
Persedian dalam Proses Awal 7,000,000 12,000,000 9,000,000
Jumlah Barang dalam Proses 81,718,488 94,831,967 99,331,344
Persedian dalam Proses Akhir (5,500,000) (7,000,000) (2,000,000)
Harga Pokok Produksi 76,218,488 87,831,967 97,331,344

Sumber data: CV Las Syifa Karoseri

Berdasarkan tabel diatas yang diperoleh penulis pada harga pokok

produksi perusahaan pada tahun 2015 sebesar Rp 76.218.488. selanjutnya

harga pokok produksi pada tahun 2016 sebesar Rp 87.831.967. dan tahun

2017 harga pokok produksi sebesar Rp 97.331.344
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Tabel 4.2
CV Las Syifa Karoseri

Laba-Rugi
Tahun 2015 - 2017

Keterangan 2015 2016 2017
Penjualan 112,000,000 132,500,000 150,000,000
Jasa Reparasi 65,031,000 67,449,100 63,820,000
Penjualan Sparepart dan lain-lain 54,020,000 57,858,000 59,500,000
HPP Karoseri 76,218,488 87,831,967 97,331,344
HPP Barang Dagang 32,565,000 35,693,500 32,925,000
Laba Kotor 122,267,512 134,281,633 143,063,656
Biaya :
Biaya Administrasi dan Umum 5,652,300 5,949,875 6,378,844
Biaya Pemasaran 2,600,000 3,150,000 3,550,000
Biaya Bunga 2,335,824 2,908,225 3,539,156
Biaya Gaji 18,000,000 18,000,000 18,000,000
Jumlah Biaya 28,588,124 30,008,100 31,468,000
Laba Bersih Sebelum Pajak 93,679,388 104,273,533 111,595,656
PPH Badan 23,419,847 26,068,383 27,898,914
Laba Bersih Setelah Pajak 70,259,541 78,205,150 83,696,742

Sumber data: CV Las Syifa Karoseri

Berdasarkan data tabel diatas bahwa laporan laba-rugi perusahaan

mengalami kenaikan atau peningkatan penjualan dan laba bersih setelah

pajak setiap tahunnya, pada tahun 2015 penjualan perusahan sebesar Rp

112.000.000 dan pada laba bersih sebesar Rp 70.259.541 dan selanjutnya

pada tahun 2016 penjualan perusahaan sebesar Rp 132.500.000 dan laba

bersih sebesar 78.205.150. dan tahun selanjutnya pada tahun 2017 penjualan

perusahaan sebesar Rp 150.000.000 dan laba bersih sebesar 83.696.742.

Laporan laba rugi CV. Las Syifa Karoseri terdapat harga pokok produksi

karoseri (HPP Karoseri) dan harga pokok produksi barang dagang (HPP

Barang Dagang), dalam penelitian ini penulis hanya berfokus pada harga

pokok produksi karoseri karena penulis meneliti PPN pembuatan karoseri

pada perusahaan CV. Las Syifa karoseri.
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Tabel 4.3
CV Las Syifa Karoseri

Neraca
Tahun 2015 - 2017

Keterangan 2015 2016 2017
Aktiva
Aktiva Lancar
Kas 60,580,450 67,987,220 75,848,283
Bank 77,022,498 87,365,690 95,421,619
Piutang 37,950,125 49,814,500 52,599,791
Persediaan 97,403,580 146,499,000 151,201,216
Jumlah Aktiva Lancar 272.956.653 351,666,410 375,070,909
Aktiva Tetap
Tanah 100,000,000 100,000,000 100.000.000
Gedung 95,000,000 95,000,000 95,000,000
Mesin 32,000,000 32,000,000 40,000,000
Kendaraan 132,000,000 132,000,000 132,000,000
Peralatan Kantor 22,000,000 36,000,000 40,000,000
Peralatan Bengkel 52,000,000 62,500,000 67,000,000
Akumulasi Penyusutan (118,875,000) (142,875,000) (188.906.250)
Jumlah Aktiva Tetap 314,125,000 314,625,000 374,000,000
Total Aktiva 587,081,653 666,291,410 749,070,909

Pasiva
Hutang Lancar
Hutang Dagang 70,443,935 68,021,000 66,918,799
Hutang Bank 32,789,536 33,568,542 31,922,969
Hutang Pajak 23,419,847 26,068,383 27,898,914
Jumlah Hutang Lancar 126,653,318 127,657,925 126,740,682

Modal 390,168,794 460,428,335 538,633,485
Laba Operasi 70,259,541 78,205,150 83,696,742
Jumlah 460,428,335 538,633,485 622,330,227
Total Pasiva 587,081,653 666,291,410 749,070,909

Sumber data: CV Las Syifa Karoseri

Setelah dilakukan pengamatan oleh penulis terhadap laporan neraca

bahwa perusahaan mengalami kenaikan atau peningkatan nilai kekayaan

setiap tahunnya pada tahun 2015 sebesar Rp. 460,428,335 selanjutnya untuk

tahun 2016 diperoleh nilai laba operasi sebesar Rp. 538,633,485 dan sampai

tahun 2017 mengalami kenaikan kekayaan sebesar Rp 622,330,227.
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Melihat laporan harga pokok produksi, setelah dilakukan pengamatan

pada catatan persediaan dan di crosscheck dengan faktur pembelian dari

beberapa pembelian bahan baku sebagaimana yang dipermasalahkan oleh

perusahaan, terlihat bahwa perusahaan telah membebankan nilai PPN

kedalam biaya pembelian bahan baku. Sehingga apabila diuraikan akan

diperoleh informasi sebagai berikut:

Tabel 4.4
CV. Las Syifa Karoseri

Laporan Harga Pokok Produksi Karoseri yang sebenarnya
Tahun 2015 - 2017

Keterangan 2015 2016 2017

Pemakaian Bahan Baku

Persedian Bahan Baku Awal 10,000,000 7,000,000 12,000,000

Pembelian Bahan Baku 41,600,000 45,600,000 50,400,000

By. Angkut Bahan Baku 1,000,000 1,700,000 2,000,000

Retur Pembelian (5,000,000) (3,200,000) (8,000,000)

Total Pembelian bahan baku 37,600,000 44,100,000 44,400,000

Jml.Pembelian Bahan Baku Bersih 47,600,000 51,100,000 56,400,000

Persedian Bahan Baku Akhir (7,000,000) (5,500,000) (7,000,000)

Jumlah Pemakaian Bahan Baku 40,600,000 45,600,000 49,400,000

Gaji/upah Tenaga Kerja Langsung 9,500,000 9,500,000 9,500,000

Biaya Overhead Pabrik

Gaji pengawas Produksi 4,000,000 4,000,000 4,000,000

By. Pemeliharaan Mesin 4,900,000 4,900,000 6,000,000

By. Perlengkapan Pabrik 6,000,000 8,500,000 10,000,000

By. Penyusutan Pabrik 3,500,000 3,500,000 3,500,000

By. Penyusutan Mesin Pabrik 4,000,000 4,000,000 5,000,000

Jumlah Biaya Overhead Pabrik 22,400,000 24,900,000 28,500,000

Jumlah Biaya Produksi 72,500,000 80,000,000 87,400,000

Persedian dalam Proses Awal 7,000,000 12,000,000 9,000,000

Jumlah Barang dalam Proses 79,500,000 92,000,000 96,400,000

Persedian dalam Proses Akhir (5,500,000) (7,000,000) (2,000,000)

Harga Pokok Produksi 74,000,000 85,000,000 94,400,000
Sumber data: CV Las Syifa Karoseri

Adapun besarnya perhitungan harga pokok produksi yang sebenarnya

dan PPN yang terhutang adalah sebagai berikut:
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Tabel 4.5
CV Las Syifa Karoseri

Perhitungan Harga Pokok Produksi Karoseri yang sebenarnya dan PPN yang
Terhutang Tahun 2015–2017

Diskripsi 2015 2016 2017
Hasil Penjualan 112,000,000 132,500,000 150,000,000
Harga Pokok Produksi Karoseri yang sebenarnya 74,000,000 85,000,000 94,400,000
Harga Pokok Produksi Karoseri 76,218,488 87,831,967 97,331,344
PPN Masukan (tidak dapat diKreditkan) 2,218,488 2,831,967 2,931,344
PPN Masukan (dapat di Kreditkan) 1,541,512 1,578,033 1,508,656
PPN Keluaran atau Hutang PPN 11,200,000 13,250,000 15,000,000
PPN Terhutang 9,658,488 11,671,967 13,491,344

Sumber data: CV Las Syifa Karoseri

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis pada

perhitungan Harga Pokok Produksi yang sebenarnya dan Laporan Harga

Pokok Produksi Karoseri memperoleh selisih yang cukup signifikan, bahwa

pada perhitungan Harga Pokok Produksi Karoseri yang sebenarnya pada

tahun 2015 sebesar  Rp 74,000,000 dan pada laporan Harga Pokok Produksi

sebesar Rp 76,218,488 mempunyai selisih sebesar Rp 2,218,488, selanjutnya

pada tahun 2016 perhitungan Harga Pokok Produksi yang sebenarnya

sebesar Rp 85,000,000 dan laporan Harga Pokok Produksi sebesar Rp

87,831,967 mempunyai selisih sebesar Rp 2,831,967, dan selanjutnya pada

tahun 2017 perhitungan Harga Pokok Produksi yang sebenarnya sebesar Rp

94,400,000 dan pada laporan Harga Pokok Produksi sebesar Rp 97,331,344

mempunyai selisih sebesar Rp 2,931,344.

Inisiatif Perusahaan selisih antara perhitungan harga pokok produksi

yang sebenarnya dan laporan harga pokok produksi karoseri menjadikan PPN

Masukan yang tidak dapat dikreditkan atau PPN Masukan yang tidak dapat

dikreditkan tersebut diperlakukan sebagai nilai perolehan bahan baku.
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Selanjutnya perhitungan PPN yang Terhutang perusahaan pada tahun

2015 sebesar Rp 9,658,488, dan selanjutnya pada tahun 2016 PPN yang

terhutang sebesar Rp 11,671,967, dan selanjutnya PPN yang terhutang pada

tahun 2017 sebesar Rp 13,491,344.

Menurut peraturan perpajakan, pengkreditan pajak dapat dilakukan

apabila PPN Masukannya dikatagorikan sebagai PPN yang tidak dapat

dikreditkan, PPN yang tidak dapat dikreditkan diantaranya dikarenakan faktur

pajaknya merupakan faktur pajaknya sederhana, tidak berhubungan dengan

kegiatan usaha perusahaan, faktur pajak fiktif. Seperti pemakaian barang atau

jasa kena pajak untuk pemberian Cuma-Cuma atau pemakaian sendiri.

Adapun besarnya persentase PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan

dengan PPN Keluaran adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
CV Las Syifa Karoseri

Persentase PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan Tahun 2015 - 2017

Diskripsi 2015 2016 2017
Biaya (pembelian) bahan baku 37,600,000 44,100,000 44,400,000
Total pembelian bahan baku 37,600,000 44,100,000 44,400,000
PPN Masukan (seharusnya dari keseluruhan persediaan) 3,760,000 4,410,000 4,440,000
PPN Masukan (tidak dapat dikreditkan) 2,218,488 2,831,967 2,931,344
Presentase PPN Masukan Yang Tidak dapat Dikreditkan 59 % 64.21% 66.02%

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat presentase PPN Masukan yang

tidak dapat dikreditkan pada tahun 2015 sebesar 59 %, dan pada tahun 2016

Presentase PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan  sebesar  54.21 % dan

selanjutnya pada tahun 2017 Presentase PPN Masukan yang tidak dapat

dikreditkan sebesar 66.02 %.

Inisiatif perusahaan Selanjutnya PPN Masukan yang tidak dapat

dikreditkan tersebut diperlakukan sebagai nilai perolehan bahan baku,
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sehingga terjadi penurunan nilai perolehan laba kotor, Besarnya penurunan

nilai laba kotor secara jelas dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.7
CV Las Syifa Karoseri

Perbandingan Laba Kotor
Tahun 2015 - 2017

Keterangan
Target Realisasi

2015
Hasil Penjualan 112,000,000 100% 112,000,000 100%
Harga Pokok Produksi (HPP) 74,000,000 66% 74,000,000 66%
PPN Masukan (tidak dapat dikreditkan) 0% 2,218,488 2%
Laba Kotor 38,000,000 34% 35,781,512 32%

2016
Hasil Penjualan 132,500,000 100% 132,500,000 100%
Harga Pokok Produksi (HPP) 85,000,000 64% 85,000,000 64%
PPN Masukan (tidak dapat dikreditkan) 0% 2,831,967 2%
Laba Kotor 47,500,000 36% 44,668,033 34%

2017
Hasil Penjualan 150,000,000 100% 150,000,000 100%
Harga Pokok Produksi (HPP) 94,400,000 63% 94,400,000 63%
PPN Masukan (tidak dapat dikreditkan) 0% 2,931,344 2%
Laba Kotor 55,600,000 37% 52,668,656 35%

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan Hasil tabel di atas terlihat bahwa telah terjadi PPN

Masukan yang tidak dapat dikreditkan rata-rata sebesar 2% dari tahun 2015

sampai 2017. Dan apabila dibandingkan dengan laba kotor yang ditargetkan

pada tahun 2015 sebesar Rp 38,000,000 menjadi Rp 35,781,512 dan

selanjutnya pada tahun 2016 yang ditargetkan sebesar Rp 47,500,000

menjadi Rp 44,668,033 dan pada tahun 2017 yang di targetkan sebesar Rp

55,600,000 menjadi Rp 52,668,656, ternyata nilai penurunan laba kotor

perusahaan terlihat lebih besar. Adapun besarnya persentase penurunan nilai

laba kotor yang  ditargetkan  akibat PPN Masukan yang tidak dapat

dikreditkan adalah sebagai berikut :
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Tabel 4.8
CV Las Syifa Karoseri

Persentase Penurunan Nilai Laba Kotor
Tahun 2015-2017

Diskripsi 2015 2016 2017
Laba Kotor yang Ditargetkan 38,000,000 47,500,000 55,600,000
Laba Kotor yang Diperoleh 35,781,512 44,668,033 52,668,656
Penurunan Nilai Laba Kotor 2,218,488 2,831,967 2,931,344
Persentase Penurunan Nilai Laba Kotor 5.83% 5.96% 5.27%

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan data tabel diatas persentase penurunan laba kotor

perusahaan pengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2015

sebesar 5.83 % dan selanjutnya pada tahun 2016 sebesar 5.96 % dan pada

tahun 2017 sebesar 5.27 %.

C. Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis Penerapan PPN dan

pengaruh PPN terhadap laporan keuangan pada CV. Las Syifa diperoleh hasil

sebagai  berikut :

1. Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Perusahaan harus memahami penerapan akuntansi pajak pertambahan

nilai yang benar dan sesuai dengan UU No. 42 tahun 2009 tentang Pajak

Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Barang Mewah dan PSAK No. 14

tentang persediaan CV. Las Syifa Karoseri adalah perusahaan yang bergerak

dibidang sektor perdagangan dalam pembuatan produk bodi kendaraan niaga.

Perusahaan sudah menerapkan PPN Masukan dalam membebankan PPN,

metode yang di anjurkan dalam UU No. 42 tentang PPN yaitu credit method.

Perusahaan CV Las Syifa Karoseri menggunakan credit method dalam

perhitungan PPN-nya. Perusahaan telah membebankan PPN Masukan yang

tidak bisa dikreditkan ke dalam Harga Pokok Produksi, yaitu sebagai biaya
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perolehan persediaan. Namun perusahaan belum mengetahui bagaimana

cara mengantisipasinya sehingga tidak berakibat pada penurunan nilai laba

kotor perusahaan.

2. Pengaruh PPN terhadap Penyajian Laporan Keuangan

Jika kita telaan secara teori, sebenarnya pajak pertambahn nilai sangat

berpengaruh terhadap laba kotor atau penyajian laporan keuangan

perusaahaan, karena PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan yang sukup

besar sehingga mengakibatkan penurunan laba kotor.

Untuk mengantisipasi penurunan laba kotor perusahaan, sebelumnya

perusahaan seharusnya melakukan penyesuaian terhadap harga jual produk,

dengan menaikkan harga jual produk agar laba kotor yang diperoleh tetap

sesuai dengan yang ditargetkan. Namun perusahaan dalam menaikkan harga

jual haruslah mendasar, karena jika harga dinaikkan terlalu tinggi akan

menimbulkan kekecewaan dari para pelanggan dan akhirnya perusahaan

akan kehilangan pelanggan. Dalam hal ini, kenaikan harga sebaiknya

cukuplah hanya untuk menutupi kerugian yang diakibatkan oleh PPN

Masukan yang tidak dapat dikreditkan tersebut. Adapun secara kronologis

penyesuaian yang dapat dilakukan perusahaan adalah sebgai berikut :



59

Tabel 4.9
CV Las Syifa Karoseri

Penyesuaian Harga Pokok Produksi terhadap PPN Masukan
Tahun 2015 - 2017

Deskripsi 2015

Sebelum Target Sesudah
HPP 74,000,000 66% 74,000,000 66% 76,218,488 66%

Harga Jual 112,000,000 100% 112,000,000 100% 115,357,711 100%

PPN Masukan (tidak dapat dikreditkan) 2,218,488 2% 0% 0%

Laba Kotor 35,781,512 32% 38,000,000 34% 39,139,223 34%

2016

Sebelum Target Sesudah
HPP 85,000,000 64% 85,000,000 64% 87,831,967 64%

Harga Jual 132,500,000 100% 132,500,000 100% 136,914,536 100%

PPN Masukan (tidak dapat dikreditkan) 2,831,967 2% 0% 0%

Laba Kotor 51,188,000 34% 47,500,000 36% 49,082,569 36%

2017

Sebelum Target Sesudah
HPP 94,400,000 63% 94,400,000 63% 97,331,344 63%
Harga Jual 150,000,000 100% 150,000,000 100% 154,657,855 100%
PPN Masukan (tidak dapat dikreditkan) 2,931,344 2% 0% 0%
Laba Kotor 52,668,656 35% 55,600,000 37% 66,710,247 37%

Sumber : Data Diolah

Dari data tabel diatas penerapan PPN Masukan yang tepat, perusahaan

tidak akan mengalami kerugian akibat adanya PPN. Keputusan untuk

menaikkan harga jual terkadang perlu dilakukan untuk mempertahankan

tujuan perusahaan. Namun perlu adanya pertimbangan adanya pertimbangan

agar tidak menecewakan pelanggan.

Dengan dilakukan penyesuaian terhadap harga jual produk, tentunya

besarnya laba yang diperoleh perusahaan akan sesuai dengan yang

ditargetkan. Sehingga tentunya akan memperbaiki kondisi keuangan

perusahaan yang dapat dilihat dari laporan keuangan. Apabila diilustrasikan

ke dalam laporan keuangan berikut ini.
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Tabel 4.10
CV Las Syifa Karoseri

Ilustrasi Laporan Laba Rugi
Tahun 2015 – 2017

Keterangan 2015 2016 2017
Penjualan 115,357,711 136,914,536 154,657,855
Jasa Reparasi 65,031,000 67,449,100 63,820,000
Penjualan Sparepart dan lain-lain 54,020,000 57,858,000 59,500,000
HHP Karoseri 76,218,488 87,831,967 97,331,344
HHP Barang Dagang 32,565,000 35,693,500 32,925,000
Laba Kotor 125,625,223 138,696,169 147,721,511
Biaya :
Biaya Administrasi dan Umum 5,652,300 5,949,875 6,378,844
Biaya Pemasaran 2,600,000 3,150,000 3,550,000
Biaya Bunga 2,335,824 2,908,225 3,539,156
Biaya Gaji 18,000,000 18,000,000 18,000,000
Jumlah Biaya 28,588,124 30,008,100 31,468,000
Laba Bersih Sebelum Pajak 97,037,099 108,688,069 116,253,511
PPH Badan 24,259,275 27,172,017 29,063,378
Laba Bersih Setelah Pajak 72,777,824 81,516,052 87,190,133
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Tabel 4.11
CV Las Syifa Karoseri

Ilustrasi Laporan Neraca
Tahun 2015 – 2017

Keterangan 2015 2016 2017
Aktiva
Aktiva Lancar
Kas 63,938,161 72,401,756 80,506,138
Bank 77,022,498 87,365,690 95,421,619
Piutang 37,950,125 49,814,500 52,599,791
Persediaan 97,403,580 146,499,000 151,201,216
Jumlah Aktiva Lancar 276,314,364 356,080,946 379,728,764
Aktiva Tetap
Tanah 100,000,000 100,000,000 100.000.000
Gedung 95,000,000 95,000,000 95,000,000
Mesin 32,000,000 32,000,000 40,000,000
Kendaraan 132,000,000 132,000,000 132,000,000
Peralatan Kantor 22,000,000 36,000,000 40,000,000
Peralatan Bengkel 52,000,000 62,500,000 67,000,000
Akumulasi Penyusutan (118,875,000) (142,875,000) (188,906,250)
Jumlah Aktiva Tetap 314,125,000 314,625,000 374,000,000
Total Aktiva 590,439,364 670,705,946 753,728,764

Pasiva
Hutang Lancar
Hutang Dagang 70,443,935 68,021,000 66,918,799
Hutang Bank 32,789,536 33,568,542 31,922,969
Hutang Pajak 24,259,275 27,172,017 29,063,378
Total Pasiva 127,492,746 128,761,559 127,905,146

Modal 390,168,794 462,946,618 541,944,387
Laba Operasi 72,777,824 81,516,052 87,190,133
Jumlah 462,946,618 541,944,387 625,823,618
Total Pasiva 590,439,364 670,705,946 753,728,764

Dari hasil perhitungan tabel ilustrasi diatas menunjukan sebagai berikut :

a. apabila PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebesar 0% (tidak

ada PPN Masukan yang tidak bisa dikreditkan), maka perusahaan akan

tetap mengalami kenaikan atau peningkatan laba kotor
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b. menujukkan bahwa terdapat pengaruh antara PPN Masukan yang tidak

bisa dikreditkan terhadap penurunan nilai laba kotor walaupun tidak

terlalu signifikan. Hal ini disebabkan karena presentase penurunan nilai

laba kotor hanya bernilai kecil dibandingkan besarnya presentase PPN

Masukan Yang tidak bisa dikreditkan sebagai penyebabnya

c. jika dilihat dari tabel ilustrasi laporan neraca diatas menunjukan bahwa

PPN sangat berpengaruh terhadap laporan keuangan di tunjukkan pada

tabel 4.7 persentase penurunan nilai laba kotor akibat PPN Masukan

yang tidak dapat dikreditkan.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perusahaan menggunakan metode perhitungan credit method, sesuai

dengan UU No. 42 tahun 2009 (tentang PPN dan PPnBM) yaitu mengakui

adanya PPN Masukan saat melakukan pembelian bahan dan PPN

Keluaran saat melakukan penjualan produk. Kemudian mengkreditkan PPN

Masukan pada PPN Keluaran untuk melakukan besarnya PPN yang

terhutang atau yang lebih bayar, Dalam kaitannya dengan PPN Masukan

yang tidak dapat dikreditkandengan PPN Keluaran, perusahaan

membebankannya ke dalam Harga Pokok Produksi dengan menganggap

PPN dari pembelian sebagai biaya perolehan/ pembelian bahan sesuai

dengan PSAK No. 14.

2. Terkait dengan pembebanan PPN Masukan yang tidak bisa dikreditkan

ke dalam Harga Pokok Produksi, perlakuan tersebut berdampak pada

penurunan nilai laba kotor perusahaan.

B. Saran

1. Perusahaan sebaiknya memperhatikan kelengkapan administrasi Pajak

Pertambahan Nilai yaitu berupa faktur pajak dengan memilih pemasok

yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), agar PPN

khususnya dalam hal ini PPN Masukan dapat diperlakukan sebagaimana

mestinya, sehingga tidak terdapat PPN Masukan yang tidak bisa

dikreditkan dengan PPN keluaran yang dapat membebani keuangan

perusahaan.
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2. Apabila hal tersebut tidak terhindarkan, perusahaan sebaiknya

melakukan antisipasi dengan melakukan penyesuaian pada harga

jual produk dengan tepat sehingga laba yang diperoleh tetap sesuai

dengan yang ditargetkan tanpa harus merugikan para pelanggan.
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CV Las Syifa Karoseri
Neraca

Tahun 2015 - 2017
Keterangan 2015 2016 2017

Aktiva
Aktiva Lancar
Kas 60,580,450 67,987,220 75,848,283
Bank 77,022,498 87,365,690 95,421,619
Piutang 37,950,125 49,814,500 52,599,791
Persediaan 97,403,580 146,499,000 151,201,216
Jumlah Aktiva Lancar 272.956.653 351,666,410 375,070,909
Aktiva Tetap
Tanah 100,000,000 100,000,000 100.000.000
Gedung 95,000,000 95,000,000 95,000,000
Mesin 32,000,000 32,000,000 40,000,000
Kendaraan 132,000,000 132,000,000 132,000,000
Peralatan Kantor 22,000,000 36,000,000 40,000,000
Peralatan Bengkel 52,000,000 62,500,000 67,000,000
Akumulasi Penyusutan (118,875,000) (142,875,000) (188.906.250)
Jumlah Aktiva Tetap 314,125,000 314,625,000 374,000,000
Total Aktiva 587,081,653 666,291,410 749,070,909

Pasiva
Hutang Lancar
Hutang Dagang 70,443,935 68,021,000 66,918,799
Hutang Bank 32,789,536 33,568,542 31,922,969
Hutang Pajak 23,419,847 26,068,383 27,898,914
Jumlah Hutang Lancar 126,653,318 127,657,925 126,740,682

Modal 390,168,794 460,428,335 538,633,485
Laba Operasi 70,259,541 78,205,150 83,696,742
Jumlah 460,428,335 538,633,485 622,330,227
Total Pasiva 587,081,653 666,291,410 749,070,909



CV Las Syifa Karoseri
Laba-Rugi

Tahun 2015 - 2017
Keterangan 2015 2016 2017

Penjualan 112,000,000 132,500,000 150,000,000
Jasa Reparasi 65,031,000 67,449,100 63,820,000
Penjualan Sparepart dan lain-lain 54,020,000 57,858,000 59,500,000
HPP Karoseri 76,218,488 87,831,967 97,331,344
HPP Barang Dagang 32,565,000 35,693,500 32,925,000
Laba Kotor 122,267,512 134,281,633 143,063,656
Biaya :
Biaya Administrasi dan Umum 5,652,300 5,949,875 6,378,844
Biaya Pemasaran 2,600,000 3,150,000 3,550,000
Biaya Bunga 2,335,824 2,908,225 3,539,156
Biaya Gaji 18,000,000 18,000,000 18,000,000
Jumlah Biaya 28,588,124 30,008,100 31,468,000
Laba Bersih Sebelum Pajak 93,679,388 104,273,533 111,595,656
PPH Badan 23,419,847 26,068,383 27,898,914
Laba Bersih Setelah Pajak 70,259,541 78,205,150 83,696,742
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